BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR ?. TAHUN 2013

~‘ TENTANG

 PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Menimbang :

- Mengingat

N KABUPATEN BENGKALIS ;PERIODE 2013 - 2015

* DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
o BUPATI BENGKALIS

‘a. bahwa dengan berakhlrnya masa kerja Badan Pertlmbangan

- Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2012
yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun
2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan
- Kepangkatan Kabupaten - Bengkalis Periode 2009-20012, maka
- dipandang perlu dibentuk kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan-
- . Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2013-2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

- huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang =

. Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Kabupaten Bengkalls Masa Bakti 2013- 2015 :

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
- 'Daerah Otonomi - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah: Propinsi
- Sumatera’ Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun

) 1956 Nomor 25);

2. Undang Undang Nomor .8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok ‘
- Kepegawaian (Lembar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

~3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 -
~ Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara -
~ - Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran -
- Negara Republlk Indonesna Nomor 3890); -

. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437)
. ;fsebagalmana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-
.~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ‘

t vt



‘,»‘4‘.?Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan: |

 Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah |

(Lembaran Negara Rebuphk Indonesia“ Tahun 2004 Nomor 126,
L .Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4438);

5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan‘.
- - Peraturan - Perundang undangan (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara -

b Republik Indonesia Nomor 5234), : P
6. . Peraturan - Pemerlntah Nomor 99 Tahun 2000 “tentang Kenalkan

F ,Pangkat Pegawai Negeri Slpll (Lembaran Negara Republik- Indonesia

‘Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

.~ Indonesia Nomor 4017), sebagalmana telah diubah dengan
- Peraturan - Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
" atas Peraturan Pemerintah’ ‘Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
. Pangkat Pegawan Negerl Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
~Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubhk' '
" Indonesia Nomor 4193); . | :

o 7. Peraturan Pemerlntah " Nomor 100 Tahun 2000 tentangf :
i Pengangkatan Pegawa: Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ,
_(Lembaran Negara Republik Indonesna Tahun 2000 Nomor 197,
, .Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4018),
o sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
~ Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
1100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
. Jabatan Struktural (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun
/2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone5|av
" Nomor 4263), . SR » B

8. Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
- pPengangkatan Pemlndahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri \

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2003 Nomor 15,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

i sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 i
"'~ Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
s Pemberhentian ‘Pegawai Negeri Sipil - (Lembara Negara Repubhk ‘
S IndoneS|a Tahun 2009 Nomor 164); : '

.9, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman \
~ Pembinaan  dan - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Lo Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 2005 Nomor .

165); -

'_,__10 Peraturan’ Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman :
' Pemblnaan ~dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan_ e

" 'Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 2005 ’
Nomor 165), L :

11 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan e

- Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan - Daerah
Provinsi, dan 'Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republlk Indonesua Tahun 2007 -Nomor 82); . '

12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun '2007 tentang OrgamsaSI o

‘Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun
2007 Nomor 89), e . : e :



 Menetapkan

- 13.Peraturan’ Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008

“tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
- Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008
Nomor 07) { SR

[

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN -
PERTIMBANGAN - JABATAN . DAN KEPANGKATAN KABUPATEN

o _BENGKALIS MASA BAKTI 2013 2015

| BABI
KErENTUAN UMUM
: Pasall e e
Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
1. N ‘Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

2. ,Pemermtahan Daerah adalah Bupati Bengkalls dan perangkat daerah

E k‘sebagal unsur penyelenggara urusan pemermtahan daerah
3. -Bupati adalah Bupati Bengkahs : -
4.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalls

5, “'.'_;A5|sten AdmmlstraSI Umum adalah - Asnsten Admnmstrasn Umum ‘

- Sekretarls Daerah Kabupaten Bengkalis; |

| 6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkalls

7. Kepala Badan , Kepegawalan Daerah adalah Kepala Badan'
L Kepegawalan Daerah Kabupaten Bengkahs

8. Kepala Bldang Mutasi adalah Kepala Bidang MutaSI pada Badan o

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkahs

9, - Badan Pertlmbangan Jabatan dan Kepangkatan seIanJutnya disebut

- Baperjakat adalah Badan Pertlmbangan Jabatan dan Kepangkatan
- Kabupaten Bengkalis; - -

- 10. Pegawai Negen Sipll adalah mereka yang sudah memenuhi syarat-"'

~ -syarat yang ditentukan dalam Peraturan dan Perundang-Undangan
- yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
- tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya

yang dltetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji

‘menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

11, Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunJukkan

- tugas, tanggung jawab, wewenang atau hak seorang Pegawai Negeri -
-Sipil dalam rangka memlmpln suatu satuan organlsaSI negara;

12, Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkalanv
.’susunan kepegawalan dan dlgunakan sebaga| dasar penggajian;

13. "Golongan ruang adalah golongan ruang gaiji pokok sebagalmana -
“diatur dalam ketentuan = peraturan - perundang undangan yang :

e , »berlaku tentang ga]| Pegawal Negerl S|p||



. BABI ] |
e PEMBENTUKAN
Pasal2

= ,TV:"Dengan Peraturan Bupat| ini dlbentuk Badan Pertlmbangan Jabatan dan , o
;Kepangkatan Kabupaten Bengkalls masa baktn 2013 2015 ‘

: BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
~ Pasal 3 ‘

‘(1) Badan Pertlmbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagalmana
o dlmaksud pada pasaIZterdm dan | :

 __ 3 Ketua merangkap anggota, -
b Anggota dan T ; A
£ e Sekretaris P o ey , = TR
(2) ﬁusunan Keanggotaan Bapeljakat dlmaksud pada ayat (1) terdm
- dari e o , L
E U an Sekretarls Daerah sebagal Ketua merangkap Anggota,
e b iAS|sten Admmnstrasn Umum sebagan Anggota,
o 'Inspektur sebaga| Anggota, s

S d. ‘;Kepala Badan Kepegawalan Daerah sebaga| Anggota,
‘k e. Kepala Bldang Mutasi sebagai Sekretaris.

© ~(3) Keanggotaan Baperjakat sebagalmana dnmaksud ayat (2), dlangkat |
i dan dlberhentlkan oleh Bupat| | |

Bl . Pasal4 L
: (1) Masa keanggotaan Bapenakat adalah 3 (tlga) Tahun

(2) Apablla selama tenggang waktu - masa - bakti- Bapenakat karena’ -
“ sesuatu -hal tidak- dapat melaksanakan tugasnya maka ia
dlberhentlkan dengan hormat oleh Bupat| L ’

Pasal 5 :

Dalam men]alankan tugasnya Baper]akat bertanggung ]awab kepada i
Bupau B : S : \

i BBV
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI o
‘ D Pasal 6 . "

(‘1,)‘__, Baperjakat dlplmpm oleh seorang ketua merangkap anggota yang
-~ berada di bawah dan bertanggung ]awab kepada Bupatn

2 Apablla dalam keadaan tertentu Ketua Baperjakat tidak berada d| -

. tempat atau berhalangan selama lebih dari 7 (tujuh) hari, untuk -
" kelancaran ‘proses sidang" Bapenakat kepada anggota Bapenakat
- ,yang senlor dltunJuk sebagal Ketua Bapenakat



L ’fyang men]adl wewenang Bupatn

Pasal 7

Bapenakat bertugas membenkan pertlmbangan atas usul usul pengangkatan
“dalam ‘jabatan struktural dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
“menduduki ]abatan struktural di Llngkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkalls_

_ Pasal 8
| 'Pembaglan tugas anggota Baperjakat dlatur sebagal berlkut

a. Ketua, ya|tu , ey

i ‘—; memlmpm SIdang-S|dang Bapenakat
' - menentukan waktu-waktu S|dang, o
o - membenkan blmblngan dan pengarahan kepada Sekretarls
b Anggota ya|tu ' . ; R '
| - menghadm 5|dang sudang Bapenakat dan -

: - membenkan pertlmbangan pertlmbangan secara teI|t| dan obJektlf

C. Sekretarls L ' - :
'—_ ; menylapkan dan menyusun bahan bahan yang d|perlukan oleh Bapenakat

" memberikan keterangan keterangan teknis mengenai Pegawal Negen S|p|l
- yang diusulkan untuk pe»ngangka_t‘an,dalam jabatan dan kenalkan pangkat;
o —.menyelesalkan hasil kerja Baperjakat‘ ~dalam - bentuk_ Berita_ Acara‘ e
e :BaperJakat dan e ; LR R . o
— mengerJakan usulan surat-menyurat dan tugas lalnnya yang dlberlkan oleh
E Baper]akat | S R | | ' '

_ Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretans dibantu oleh Sekretanat Baper_jakat o
'~ yang susunan organisasinya dan personil terdiri dari: ‘

' -,“ Sekretarls Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Bengkalls,

S Kepala Bldang yang membldangl Pemblnaan dan Kese]ahteraan Pegawal pada ’}
: :Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Bengkalls

- Kepala Bndang yang membldangl Pengadaan Pegawal dan Pengembangan"«~"' :
Pegawai pada Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Bengkalls, :

. —-"._{;;Kepala Bldang yang membldangl Data dan Informasn Kepegawalan

oz i_KepaIa 'Sub Bidang ‘Mutasi Kepegawalan pada Bldang Mutasn Badan
- Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkahs, o

,—_’, ‘,Kepala Sub’ Bldang Mutasi Jabatan pada Bldang Mutasn Badan Kepegawalan
- Daerah Kabpaten Bengkalls

,‘-"-:':;"jDua orang Pegawan Negen Slpll pada Bldang Mutasn Badan Kepegawaian
- .'Daerah Kabupaten Bengkahs IS o VU ;



Pasal 10

Baper]akat mempunyal tugas melaksanakan admmlstra5| kepegawalan dan
mempertimbangkannya dalam sidang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dlusu‘lkan oleh Pejabat yang berwenang..

BABVI
TATA KERJA -
pasal 11

(1) "Da!am melaksanakan tugasnya, Baper]akat memproses bahan bahan usulan
. yang telah diajukan.

'(2) Bahan-bahan ‘yang dlgunakan dalam mempertlmbangkan usul-usul
' Qpengangkatan dalam jabatan dan kena|kan pangkat adalah: o ‘

a. bahan-bahan yang terdapat dalam atau sebagai Iamplrari usul
. pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat Pegawa| Negen S|p|l
~ yang diajukan peJabat yang benNenang

-b.- bahan —bahan’ yang ada pada:
ER Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Bengkahs

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerintah Kabupaten —
Bengkalis. - ,

C. bahan-bahan atau keterangan keterangan lain yang bersifat resmi L

sebagai lampiran usul pengangkatan dalam  jabatan dan  kenaikan
pangkat dari pegawai negeri, snpll “yang bersangkutan diajukan oleh
_pejabat yang berwenang. -

(3) ~Bahan-bahan - dimaksud dalam ayat (2) dlsa]|kan dan dnsusun secara
- sistematis oleh Sekretarlat Bapenakat ~

Pasal 12

- ('1V)‘7’f' Pertlmbangan dllakukan secara teliti dan Ob]ektlf serta dldasarkan pada =
: *—ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; '

(2) Keputusan baperjakat sedapat mungknn diambil dengan suara bulat; dan

(3) Apabila keputusan tidak - dapat diambil dengan suara bulat maka =
_baperjakat melaporkan hal itu kepada Bupati dengan menyebutkan i

' ‘perbedaan pendapat beserta alasannya, untuk dltetapkan putusannya oleh
R Bupatn ' : . ‘

Pasal 13

} (1)' ~'Bapeljakat melaksanakan SIdangnya sekurang kurangnya 2 (dua) kali
- dalam ‘setahun dan sidang- dlnyatakan sah apablla d|had|n oleh ketua, ‘
,sekretarls dan minimal 2 anggota. ~

(2 | Hasnl kerja bapenakat dltuangkan dalam Berita Acara

‘ Pasal 14 ,
Biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas baperjakat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Bengkalls ‘ :




BABVII
PENUTUP
Pasal 15

- Dengan. dxberlakukannya Peraturan Bupatl ini, maka Peraturan Bupatn Bengkalls Nomorif,‘; ;
04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
- Kabupaten Bengkalis Periode 2009- 2012 dmyatakan dlcabut dan tidak berlaku lagi.

et Pasal16

Peraturan Bupatn ml mulau berlaku pada tanggal d:undangkan sampa| dengan tanggal 31\
o Desember 2015, ' e RS .

;o Agar setlap orang dapat mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan" |
- Bupati ini dengan menempatkannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bengkalls o

,Dvit‘éiapkavn‘di Bengka’li's' ,
* pada tanggal 2 Januari 2013

| H HE (1yAN SALEH

- Dlundangkan di Bengkahs

- padatanggal 2 JANUAR aoiz =
SEKREI'ARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs H ASMARAN HASAN

L BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
‘ ",_TAHUN 2013 NOMOR 2 - ;




